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Abstract

Incarryingoutandcarryingoutthedevelopmentofacompanytheremustbeseveralfactors

suchascapital,nature,andlaborfactors.Inthecourseofhistory,ithasbeenproventhattheroleoftrade

unions/laborunionsinfightingfortherightsoftheirmembersisverylarge,sothatworkers/labourers

havefeltthebenefitsofanindependentandconsistenttradeunion/laborunionorganizationinfighting

forworkers'rights.Inthispaper,theauthorusesanormativeresearchmethodthatexamineslawfrom an

internalperspectivewiththeobjectofresearchbeinglegalnorms.Oneform ofprotectionforworkersisa

tradeunionorlaborunion.Anotherfunctionofthetrade/laborunionisasapartytothesettlementof

industrialdisputes,namelydifferencesofopinionwhichresultinaconflictbetweentheentrepreneurora

combinationofemployersandworkers/labororatrade/laborunionduetodisputesoverrights,disputes

overinterests,anddisputesoverterminationofemployment.anddisputesbetweentradeunions/labor

unionsinonlyonecompany.Heretheexistenceoflawisonlyasatooltosecurethepoweroftheowners

ofcapitalundertheguiseofmoralists.Itisnotonlythelawthatisusedasameretool,buttheroleofthe

government,whichshouldcarryoutthefunctionsofsupervision,prosecution,andthefunctionofsetting

policies,cannotactasitshould.Itseemsthatthelawwhichwasoriginallyusedasameansofcontrol

cannotbeusedoptimallyinservingtheinterestsofthecommunity,andespeciallyforworkerswhowant

toupholdthelaw (theruleoflaw).Heretheeffectiveness(enforcement)ofthelaw beginstobe

questioned,andinparticularthelevelofsuccessinprovidingservicestotheindustrialcommunity.

Keyword:TradeUnions,Labor,IndustrialDisputes.

Abstrak

Dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan suatu perusahaan harus terdapat

beberapafaktorsepertifaktormodal,alam,dantenagakerja.Padaperjalanansejarahtelahmembuktikan

bahwaperananserikatpekerja/serikatburuhdalam memperjuangkanhakanggotanyasangatbesar,

sehinggapekerja/buruhtelahbanyakmerasakanmanfaatorganisasiserikatpekerja/serikatburuhyang

mandiri(independence)dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hakburuh.Dalam penulisan ini

penulismenggunakanmetodepenelitianNormatifyangmenelitihukum dariperspektifinternaldengan



objekpenelitiannyaadalahnormahukum.Salahsatubentukperlindunganbagipekerjaadalahserikat

pekerjaatau serikatburuh.Fungsiserikatpekerja/buruh yang lainnyaadalah sebagaipihakdalam

penyelesaianperselisihanindustrial,yaituperbedaanpendapatyangmengakibatkanpertentanganantara

pengusahaataugabunganpengusahadenganpekerja/buruhatauserikatpekerja/serikatburuhkarena

adanyaperselisihanmengenaihak,perselisihankepentingan,danperselisihanpemutusanhubungan

kerja serta perselisihan antarserikatpekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan.Disini

eksistensihukum hanyasebagaialatuntukmengamankankekuasaanpemilikmodalyangberkedok

moralis.Bukan hanya hukum yang dimanfaatkannya sebagaialatsemata,melainkan peranan dari

pemerintahyangseharusnyamelaksanakanfungsipengawasan,penindakan,danfungsimenetapkan

kebijakantidakdapatberbuatsebagaimanamestinya.Tampaknyahukum yangsemuladipergunakan

sebagaialatkontroltidakdapatdimanfaatkansecaraoptimaldalam melayanikepentinganmasyarakat,

dankhususnyatenagakerjayanginginmendambakantegaknyahukum (theruleoflaw).Disiniefektifitas

(pemberlakuan)hukum mulaidipertanyakan,dan khususnya tingkatkeberhasilan dalam memberi

pelayanankepadamasyarakatindustrial.

KataKunci:SerikatPekerja,Buruh,PerselisihanIndustrial.

Pendahuluan

Dalam menjalankandanmelaksanakanpembangunansuatuperusahaanharusterdapat

beberapafaktorsepertifaktormodal,alam,dantenagakerja.Ketigafaktortersebutmerupakan

faktorterpenting dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan suatu perusahaan.

Salahsatufaktoryangtidakkalahpentinguntukmenunjangpelaksanaanpembangunansebuah

perusahaan adalah faktor tenaga kerja.Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses

pembangunaniniharusdiperhatikan,olehkarenaitudiperlukanusaha-usahauntukmembina,

mengarahkansertaperlindunganbagitenagakerjauntukmenciptakankesejahteraanyang

berkaitandenganyang dilakukannya.Hubunganantarapekerjadanperusahaanmerupakan

hubunganyanglazim dansalingmembutuhkansatusamalain.Perusahaanmenginginkan

untung yang besardan sedangkan tenaga kerja menuntutkesejahteraan.Namun pada

prosesnya,pekerjaseringmenjadikorbanekploitasisuatuperusahaan.Sebagaipartnerdari

industri,pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan “kembalian-hak”sebagaihasil

pelaksanaindustri.olehkarenaitudiperlukanusaha-usahauntukmembina,mengarahkanserta

perlindunganbagitenagakerjauntukmenciptakankesejahteraanyangberkaitandenganyang

dilakukannya.Padadasarnyaperlindunganbagitenagakerjadimaksudkanuntukmenjagaagar

tenagakerjamenjadilebihdimanusiakan.Tetapisecaraindividulpekerjatidakmampuuntuk

berjuangatashak– haknyamelawanhebatnyakombinasiantarapemodaldanmanajemen



dimanamerekamempunyaikekuasaan,uangdanpengaruh.Pekerjaharusmengetahuidan

memahamibahwasebagaiperseorangandanpekerjatidakakanbanyakyangbisadicapai.

Sehinggapadaperjalanannyabeberapatenagakerjaatauyangbiasadikenalsebagaiburuh

membentukserikatpekerja/buruhuntukmelindungihakdanmengurangibentukeksploitasi

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.Pada perjalanan sejarah telah membuktikan

bahwaperananserikatpekerja/serikatburuhdalam memperjuangkanhakanggotanyasangat

besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat organisasi serikat

pekerja/serikatburuhyangmandiri(independence)dankonsistendalam memperjuangkanhak-

hak buruh. Selanjutnya, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta

amandemennyasecarategasmengaturjaminanperlindunganhakhakasasimanusiayang

palingutama,yaitudibidangpolitik,ekonomi,sosial,dankebudayaan.Bahkanketentuandalam

Undang-UndangDasar1945inidirumuskantigatahunsebelum DeklarasiUniversalHakAsasi

ManusiaPerserikatanBangsa-Bangsa(UniversalofHumanRights)1948dicetuskan.Salahsatu

perlindunganhakasasimanusiayaituasasprincipleofliberty(prinsipkebebasan)dalam bidang

hubungankerjadiIndonesiaterdapatdalam Pasal28DAyat(2)AmandemenUndang-Undang

Dasar1945.Dalam Pasaltersebutdisebutkanbahwasetiaporangberhakuntukbekerjaserta

mendapatimbalandanperlakuanyangadildanlayakdalam hubungankerja(Nurrohman2017).

MetodePenilitian

Dalam penulisaninipenulismenggunakanmetodepenelitianNormatifyangmeneliti

hukum dariperspektifinternaldenganobjekpenelitiannyaadalahnormahukum.Bahanhukum

dalam penelitian hukum normatifdapatberupa bahan hukum primerberupa peraturan

perundang-undangan dan bahan hukum sekunderberupa buku-buku dan artikelhukum di

internet.Jenispendekatanyangdigunakandalam tulisaniniadalahpendekatanperundang-

undangan(TheStatuteApproach).Analisisterhadapbahan-bahanhukum tersebutdilakukan

dengancaradeskriptif,analisis,danargumentatif(DianthaPasek2017).

Pembahasan

BagaimanakahPengaturanperlindunganhakburuhdalam peraturanperundang-undangan?

PerwujudanHakKebebasanBerserikatPekerjadalam UU21/2000danUU13/2013

Setiappekerjaberhakmembentukdanmenjadianggotaserikatburuh(Pasal5ayat1).

Penegasaninijelas.Hakyangadapadaburuhuntukmembentukdanmenjadinanggotaserikat

buruhtidakdigantungkanpadasesuatu.Setiappekerjayangtergabungdalam serikatburuh

berhak untuk mengutarakan pendapatnya dengan kalimatyang tidak menyinggung,tidak

menghinaataumerendahkanpekerjalainnyasertaharusmenghormatikebebasanberpendapat

pekerja lainnya.Sebagaimana tercantum dalam Pasal28 Undang-undang Dasar1945,



pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapatadalah dengan cara lisan dan tulisan.

Berpendapatsecara tulisan dapatdiekspresikan dengan melaluiperssepertisuratkabar,

majalah juga jurnal-jurnalilmiah,baik yang berhubungan dengan pekerja maupun untuk

masyarakatumum (Tyagita2011).AdaduahalpentingdibawaolehPasal5ayat(1)UUNo

21/2000,yaitu(1)buruhberhakmembentukserikatburuh,dan(2)buruhberhakmenjadi

anggotaserikatburuh.Duahalpentinginisesuaidenganprinsipyangterkandungdidalam dua

konvensi,yaituKonvensiILO Nomor87danNomor98.Olehkarenaitu,penyediaanpranata

hukum bagiterbentuknyaserikatburuhmerupakanhalyangamatmendesak.Halinipulalah

yangmenjadisalahsatualasanlahirnyaUUNo21/2000.Kenyataaninimenunjukkanbahwahak

dasarburuh,yaituuntukmembentukatautidakmembentukserikatburuhdanuntukmenjadi

atautidakmenjadianggotaserikatburuhselalumendapattempattersendirididalam hukum

positifdariwaktukewaktu.

Undang-undang memberikan kemungkinan bubarnya serikat buruh,federasidan

konfederasiserikatburuh.Namundemikian,undang-undangtidakmemberikanmaknakhusus

terhadap “bubar”-nya serikatburuh,federasidan konfederasiserikatburuh.Bagaimana

keberadaanfederasiserikatburuhyanghanyaberanggotakantigaserikatburuhtersebut?

dalam keadaansepertiini,federasiserikatburuhtersebutharustetapdipandangada,sebabhal

pokok(esensi)didalam federasiserikatburuhadalahbergabungnyabeberapaserikatburuh.

Bagaimanajikalimadarienam anggotaserikatburuhbubar?Denganperkataanlain,bagaimana

jikasebuahfederasiserikatburuhtinggalberanggotakansatuserikatburuhsaja?.Menurut

Pasal38ayat(1)pengadilandapatmembubarkanserikatburuh,federasidankonfederasi

serikatburuhapabila(a)serikatburuh,federasiserikatburuhdankonfederasiserikatburuh

mempunyaiasasyangbertentangandenganPancasiladanUndang-undangDasar1945,dan(b)

pengurusdanatauanggotaatasnamaserikatburuh,federasidankonfederasiserikatburuh

terbuktimelakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhipidana sekurang-

kurangnyalimatahunyangtelahmempunyaikekuatanhukum tetap(Budionoandothers2016).

PerlindunganHukum TerhadapPekerja/Buruh

Perlindunganhukum terhadappekerjamerupakanpemenuhanhakdasaryangtelah

melekatdandilindungiolehKonstitusi sebagaimanasudahdiaturpadaPasal27ayat(2)

Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonsiatahun1945Perlindunganyangdimaksudkan

untuk melindungidan menjamin hak – hak dasarpekerja serta menjamin kesempatan

kesamaanperlakuantanpadiskriminasiapapununtukmewujudkankesejahteraanpekerjadan

keluarganya.MenurutSenjunH.Manulang,sebagaimanadikutifolehHariSupriyantotujuan

hukum perburuhanadalah:Untukmencapaiataumelaksanakankeadilansosialdalam bidang

ketenagakerjaan;Untuk melindungipekerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari

pengusaha,misalnyadenganmembuatperjanjianataumenciptakanperaturan-peraturanyang



bersifatmemaksaagarpengusahatidakbertindaksewenang-wenangterhadaptenagakerja

sebagaipihakyanglemah(Supriyanto2004).Kebebasanhakuntukberserikattelahdisebutkan

dalam Pasal28E Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945 yang

menyebutkan tentang kebebasan untuk berserikatdan berkumpul,mengeluarkan pikiran

denganlisandantulisandansebagainyatelahditetapkanolehundang–undang.Keberdaan

serikatpekerjaatauburuhmeskipunsecarahukum merupakanhalyanglegalbagisetiap

pekerjaatauburuh,namunpadakenyataannyakeberadaannyadilingkunganperusahaankurang

mendapattanggapan positifdaripihakperusahaan.Salah satu bentukperlindungan bagi

pekerjaadalahserikatpekerjaatauserikatburuh.Fungsiserikatpekerja/buruhyanglainnya

adalah sebagaipihak dalam penyelesaian perselisihan industrial.Perselisihan hubungan

industrialberdasarkanketentuanPasal1Angka22Undang-UndangNo.13Tahun2003tentang

Ketenagakerjaan,yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara

pengusahaataugabunganpengusahadenganpekerja/buruhatauserikatpekerja/serikatburuh

karena adanya perselisihan mengenaihak,perselisihan kepentingan,dan perselisihan

pemutusanhubungankerjasertaperselisihanantarserikatpekerja/serikatburuhhanyadalam

satuperusahaan(Hukum andDiponegoro2018).Adanyaserikatpekerjaatauserikatburuh

memberikan jaminan perlindungan bagipekerja atau buruh apabila terjadisuatu tindakan

diskriminasikepadapekerja.Secarayuridiskedudukanpekerjaatauburuhadalahbebasdan

seimbang.

Upayadanperananpemerintahterhadapperlindunganburuh

pengusaha dan pemerintah menempatkan pekerja senagai pihak yang perlu

mendapatkanperlindunganterhadapharkatdanmartabatnyasebagaipekerjaagardapathidup

sejahtera,danpadasisiyanglainpengusahajugaperludilindungiagardapatmenjalankan

kegiatanusahanya,sertamenempatkanpemerintahsebagairegulatoruntukdapatberjalannya

prinsiphubunganindustrial.SerikatPekerja/BuruhmerupakanOrganisasiSerikatpekerja/buruh

mampuberperanaktifdalam menciptakankedamaianpekerja(industrialpeace)melaluiperan

sertanyadalam lembagakerjasamamaupundalam perundinganperjanjiankerjabersama.

Perantersebutdapatdiwujudkanmelaluiorganisasiserikatpekerja/buruhmulaipadatingkat

perusahaan,tingkatperusahaansejenis,tingkatregionaldantingkatpusatbahkansampaipada

tingkatfederasi(Uwiyono2014).SebagaibagiandarirakyatIndonesia,perlindunganterhadap

pekerjatidakterlepasdariprinsipperlindunganhukum bagirakyatIndonesiamenurutPhilipus,

adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkatdan martabatmanusia yang

bersumberpadaPancasiladanprinsipnegarahukum yangberdasarkanPancasila.Prinsip

perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua halyaitu prinsip pengakuan dan

perlindungan(Vol2015).Pemerintahdanperusahaanmempunyaisuatusistem yaknisimbiosis

mutualisme, yang mana pemerintah Indonesia dan perusahaan sama-sama saling

membutuhkan.Adanya perusahan,pengusaha,serta pekerja menciptakan adanya suatu

hubungan kerja.Bentuk Perlindungan yang dapatdilakukan pemerintah untuk melindungi

pekerjayangbekerjamelebihibataswaktu,adalahdenganmelakukanPersiapan,Pengawasan

danPenegakan.Disinilahpemerintahtetapmemilikiaturansendiriyangtidakmemberikan

kebebasansepenuhnyabagiserikatpekerja/buruhyangdimanamasihmemberikanbatasan

sepertimengenaifungsidantujuanserikatpekerjadanharustetapditaati.Walaupundemikian



pemerintahmemberikankebebasanuntukmelaksanakanadministrasidanmembuataturan

serikatpekerjaagardapatdinilaisahuntukmelaksanakankegiatannya.Penjelasandiatasyang

masihberhubungandenganhakuntukberserikatpadahukum ketenagakerjaantetapmemiliki

kebebasanuntukmembentuknya.Namunjikamendirikanorganisasitersebutdengansemena-

menadantidakmencatatkandirinyayangtujuannyaagarmendapatkankelegalitasandan

meminimalisirsuatu bentuk permasalahan,dan secara tidak langsung akan menjatuhkan

dirinyadidepanperusahaanyangtidakbisadibandingkandenganparapekerja/buruh.Selain

mencatatkandirinyakepadapihakyangberwenangdibidangketenagakerjaanmakadicatatkan

pula kepada perusahaan setempatpada saatbekerja agarterlihatjelas bahwa serikat

pekerja/serikatburuhmerupakanorganisasiyangdibentukdari,dan,olehpekerja/buruhtanpa

paksaandantanpacampurtanganperusahaandanjugamemilikidasarhukum.

FaktorFaktorApaYangMenjadiHambatanSerikatPekerjaDalam MemberikanPerlindungan

HakHakPekerja?

JaminanSosialTerhadapTenagaKerja

Hakikathukum ketenagakerjaanadalahperlindunganterhadaptenagakerja,yaknidimaksudkan

untukmenjaminhak-hakdasarpekerja/buruhdankesamaankesempatansertaperlakuantanpa

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

keluarganyadengantetapmemperhatikanperkembangankemajuanduniausaha.Landasan

pembangunanketenagakerjaanberlandaskanPancasiladanlandasankonstitusionilnyaadalah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pembangunan ketenagakerjaan

dilaksanakandalam rangkapembangunanmanusiaIndonesiaseutuhnya.Manfaatperlindungan

tersebutdapatmemberikanrasaamankepadapekerjasehinggadapatlebihberkonsentrasi

dalam meningkatkanmotivasimaupunproduktivitasakerja(Soewikromoandothers2021).

Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatifTenaga Kerja di

Indonesiaterusberlanjut.Upaya-upayadilakukandenganmewujudkanProgram danBadan

PerlindunganJaminanSosial(BPJS)Ketenagakerjaanwajibdilakukanolehsetiapperusahaan

bagitenagakerjayangmelakukanpekerjaandidalam hubungankerjasesuaidenganketentuan

(SosialandKerja2015). JHTdiselanggrakanolehBPJSKetenagakerjaanberfungsisebagai

mensejahterkan bago para pekerja ketika memasukiusia pensiun.Dimana dana JHT

mempunyaifilosofisebagaitabunganolehparapekerjaketikatelahmelampauiusiaproduktif.

Jaminankecelakaankerjadiaturdalam Undang-UndangNomor40Tahun2004tentangSistem

JaminanSosialNasional(UUSJSN)dandiselenggarakandengantujuanmenjaminagarpeserta

memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunaiapabila pekerja

mengalamikecelakaankerjaataumenderitapenyakitakibatkerja.AdanyaUndang-Undang

Nomor24Tahun2011tentangBadanPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)merupakantujuan

dariundangundangnomor40tahun2004tentangSistem JaminanSosialNasional.Jaminan

kecelakaansecarakhususdiaturdalam PeraturanPemerintahNomor44Tahun2015tentang

PenyelenggaraanProgram JaminanKecelakaanKerjadanJaminanKematian(Nurcahyo2021).

FilosofiJHTdalam perkembanganya,telahmengalamipergeseranakibatberubahnyaPPNo.

46/2015menjadiPPNo.60/2015melaluiPerarturanmenteriketenagakerjaanNo.19/2015.

Berhubungan dengan ketentuan mengenaitenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja



misalnyaadalahkesempatankerja,perencanaantenagakerjadanpenempatantenagakerja,

sedangkanhalsesudahmasakerjaseperticontohnyaadalahmengenaimasalahpensiun.

Dimanabatasanusiapensiunpadahakikatnyamerupakankegiatanperusahanuntukberupaya

bersama,antarapengusahadenganpekerjauntukmeningkatkanpertumbuhanperusahaan

sekaligusmembangunkesejahteraanpekerjadanmasyarakatluas.Haltersebutsejalandengan

kewajibanperusahaanyangmanamemperhatikanpeningkatankesejahteraanpekerjaansesuai

denganpeningkatankemampuandankemajuanperusahaan.

Praktektenagakerjadengansistem PKWTatauyanglebihpopulerdisebutpekerja

kontrak/outsourcingdiIndonesia,ditilikdarisejarahnyatelahdilakukanbertahun-tahunyang

lampau.Keberadaanmodelatausistem kerjasepertiini,membawakonsekuensibagitenaga

kerja yang bersangkutan.Sebab,apabila kontrakdiputusbegitu saja,pekerja tidakdapat

menuntuthak-haknyakepadaperusahaantersebut.Ketiadaanperlindunganbagitenagakerja

telahmembuatpandanganmasyarakatmenjadinegatif.Tenagakerjadianggapsebagaibarang

komoditiyang dapatdijual,dipindah tangankan,ditukar,yang hanya diperhatikan apabila

pengusahamenganggapdapatmempekerjakantenagakerjayangbersangkutandandapat

disingkirkanbegitusajaapabilapengusahatidakmemerlukannyalagi.Dalam PPJHTsendiri

sepertiyangdiketahuidalam Pasal22ayat(1)menyebutkan“manfaatJHTadalahberupauang

tunaiyang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam )tahun....”.dapat

disimpulkanbahwasanyaketentuanyangadadalam pasalinimempunyaipowerotonom untuk

mengaturmengenaibatasanusiayangdijadikanacuanusiapensiunyakni56(limapuluhenam

tahun)padakalaitu.padahalsepertiyangdiketahuikebutuhanperusahaanterhdappekerja

adalahberbeda-beda.Tidaksepertiprofesiyangmemangmenjadiaparatursipilnegeraseperti

contohnyadosen,guru,pejabatnegara,hakim,tentara/polisi.Dalam haliniwalaupunadanya

beberaparegulasiyangmengaturmengenaiusiapensiundanterjadidissinkronisasi,yangmana

PPJaminanPensiunMengaturusiapensiunadalah57tahunsedangkandalam PPJHTadalah

56tahun.Namundalam halinipenelitiberpendapattetapmengacupadaperjanjiankerjayang

telahdisepakatiantarapekerjayangdibuatolehparapemberikerja,karenapemberikerjajuga

mempunyaiotonom untukmnegaturmengenaipersyaratan apasajayang harusdipenuhi

termasuk pengaturan usia pensiun.Dalam halinidapat dilihat pada Pasal111 UU

Ketenagakerjaan.Sedangkan pengaturan dalam PP Jaminan Pensiun dan PP JHT sendiri

adalahsebagaiimitasibatasanusiapekerjadapatmelakukanaktivitasnyasecaraproduktif,

sehinggaundang-undangmengaturusiatersebut,sehinggapengaturantersebutdimaksudkan

agartidakadanyakekosongan hukum (Pemutusan and Kerja2020).Sekarang inibanyak

pengusahayangsemakinberminatuntukmenggunakanjasatenagakerjadengansistem PKWT,



karenapengusahamenilailebihefisienmemakaitenagakerjadengansistem PKWTjikadi

bandingkandenganmemakaijasatenagakerjadengansistem PKWTT.Tidakhanyaupah,

tunjanganmaupunuangpesangonyangterabaikanbagitenagakerjadengansistem PKWT,

tetapijuga termasuk pemenuhan hak tenaga kerja oleh perusahaan terhadap program

Jamsostek.Adanyaperlindunganterhadapparatenagakerjayangbekerjadengansistem

PKWT,sedangkansepertiyangdiketahuisalahsatutujuanpembangunanketenagakerjaan

adalahmemberikanperlindungankepadatenagakerjadalam mewujudkankesejahteraan,yaitu

sebagaimana yang telah diaturdalam Pasal4 hurufcUU Ketenagakerjaan.Terlebih lagi

perlindunganhukum yangberkaitandenganpemenuhanhakterhadapprogram Jamsostekbagi

tenagakerjayangberstatusPKWT,belum sepenuhnyaterakomodirdalam UUKetenagakerjaan.

Bagitenaga kerja dengan sistem PKWT pengaturannya hanya diaturdalam Keputusan

Menakertrans Republik Indonesia Nomor:KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan SosialTenaga Kerja BagiTenaga Kerja Harian Lepas,Borongan dan

PerjanjianKerjaWaktuTertentu.Selainitu,konstruksihukum yangtidakjelasdantegasikut

mewarnaipensiasatanhukum olehpihak-pihakyangmemanfaatkankelemahanatauketidak-

tegasandarikaidahhukum danmenjauhkandariasasequalitybeforethelaw.Hukum bukanlah

theruleoflaw,melainkantherulebylaw.Disinieksistensihukum hanyasebagaialatuntuk

mengamankankekuasaanpemilikmodalyangberkedokmoralis.Bukanhanyahukum yang

dimanfaatkannyasebagaialatsemata,melainkanperanandaripemerintahyangseharusnya

melaksanakanfungsipengawasan,penindakan,danfungsimenetapkankebijakantidakdapat

berbuatsebagaimanamestinya.Tampaknyahukum yangsemuladipergunakansebagaialat

kontroltidakdapatdimanfaatkansecaraoptimaldalam melayanikepentinganmasyarakat,dan

khususnyatenagakerjayanginginmendambakantegaknyahukum (theruleoflaw).Disini

efektifitas(pemberlakuan)hukum mulaidipertanyakan,dankhususnyatingkatkeberhasilan

dalam memberipelayanankepadamasyarakatindustrial.

KESIMPULAN

Mengingatfaktortenagakerjadalam prosespembangunaniniharusdiperhatikan,oleh

karenaitudiperlukanusaha-usahauntukmembina,mengarahkansertaperlindungan

bagitenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang

dilakukannya.Sifatyangadadalam Pasal3UUNo21/2000ditegaskanbahwaserikat

buruh,federasidan konfederasiserikatburuh bersifatbebas,terbuka,mandiri,

demokratis,dan bertanggung-jawab.Terbuka bermakna bahwa dalam menerima

anggota dan atau memperjuangan kepentingan buruh,serikatburuh,federasidan

konfederasiserikatburuhtidakmembedakanaliranpolitik,agama,sukubangsa,dan



jeniskelamin.TujuanSerikatburuh,federasidankonfederasiserikatburuhbertujuan

memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan dan meningkatkan

kesejahteraan yang layak bagiburuh dan keluarganya.Contoh klausula yang

mendukungkepentinganburuhadalahklausulayangmenegaskansyarat-syaratkerja,

jaminan sosialburuh,hak-hak buruh,dan lain-lain.Pemerintah seharusnya lebih

memperhatikankesejahterahanburuhdansesegeramenanganihambatanhambatan

yangdialamiolehburuh.
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